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BERITA DAERAH KOTA CIMAHI
NOMOR 46\TAHUN

PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR \\ TAHUN .2OI9

TENTANG
KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI APARATUR S]PIL NEGARA

PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WAL] KOTA CIMAHI

bahwa untuk mewujudkan Pegawai Aparatur Sipil Negara di
lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi yang
berintegritas, professional dan akuntabel, diperlukan Kode
Etik dan Kode Perilaku dalarn menjalankan tugas;
bahwa berdasarkan pertimbangal sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang
Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara Pemerintah
Daerah Kota Cimahi;

pndalg-Undalg Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan
Kota Cimahi (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
p00l Nomor 89, Tambahal Lembaral Negara Republik
nndonesia Nomor 4116):
trtndang-Undang Nomor 23 Taliul]. 2074 tentang Pemerintahan
Daerab (l€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Il,Iomor 244, Tambahal Lembaral Negara Republik Indonesia
$omor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakldr
dengal Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentaag
Perubaharr Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahurr 2O74
tentang Pemerintahan Daerah (Irmbaran Negara Republik
Ipdonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahaal I€mbaran Nega.ra
Republik Indonesia Nomor 5679):
P€raturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang
Pernbinaarr Jiwa Korps dan Kode Etik Aparatur (Lembaran
Ilfegara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tamba_han
4€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALI KOTA TENTANG KODE ETIK DAN
KODE PERILAKU PEGAWA] APARATUR SIP]L NEGARA
FEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI.

3.

2.

1_

b.
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Pasal 1

Dalam Peraturan WaIi Kota ini yang dimaksud dengan :1. Daerah adalah Kota Cima_hr.
2. Pemerintai naerah adalah pemerintah Daerah Kota Cimahi.3. Wali Kota adala! Watj Kota Cimahi 

""t"e"f-;"j"b* pembinakepegawaian .

4. Wakil Wali Kota adalah Walil Wali Kota Cimahi.5. Sekretaris Daerah ada_lah Sekretaris Oae.J Feme.intah Daerah Kota
enang di bidang kepegawaian.

an Sumber Daya Manusia
BKPSDMD adalah Badan

Sumbei Daya Manusia Daerah Kota

rat Daerah Kota Cimahi
g selanjutnya disebut pegawai ASN

gawai pemerintah dengal perjanjial
pembina kepegawaian darr diserahi

rintahar atau diserahi trrgas negara
peraturan perundang-undangan di

9. Kode Etik dafl Kode pu. *u pui":t#Tju p"-"rintur, Daerat Kota
Kode Etik dan Kode perilal.:u adalal'

, tulisan dan ucapan pegawai ASN
dan fungsi serta kegiatan sehari-hari.

, yang selaljutnya disebut Majelis
g dibentuk di lingkungan pemerintah
melaksanal<ar penegakan Kode Etik

perbuatan, tulisan dan ucapan
de Etik dan Kode perila.ku.

p:l ty*l 
^perundang-undan*^" 

ntff / "*:J;y"T?TLTdTSH
:-"9.F1" _D4erah tentarg telah atau sedang terjadinya pelangglran
Kode Etik dart Kode perilaku.

13, Tedapor adal4h, pegawai yang diduga meLakukan pelalggaral Kode Etikqan Ko(le per aku.
14 Laporar adal+ pemberitaiu€r secara tertulis yarrg disalnpaikarr kepada

:-uT"3l" DaErai tentang telah dan/atau sedang terjadinya pelanggaran
Kode Etik dan Kode perilaku.

15. Pengaduan aqahh penberitahuan secara lisan dan tertulis yaarg disertai
per-rnlntaal1 oleh pihak yang berkepentingan kepada Sekre'tariJ Daerah
untuk pemeriksaan terhadap Pegawai ASN yang diduga tela_h
melakukan Kode Etik dan Kode Perilatu.

16- Perangkat DaeJah adalah peraJlgkat Daerah Kota Cimahi.
17. Noyum.adalah data baru yang timbul setelah suatu proses hukum

selesai dilakukan

q,u



Pasal 2

{1) Kode Etik dar-r Kode Perila}u pegawai ASN bertujuan untuk :a. mendoroFg pelaksanaan tugas sesuai prinsip dasar pemerintah

_ Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undargan;
b. meningkatkat semangat berorgaiisasi, birbangsa dan bernegara

pada Pegawai ASN;
c. menjamfii kelancaran dalam pelaksanaan tugas dan suasana kerja

yalg harmonis dan kondusif;
d. meningk4tkal kualitas keda dan periiaku pegawai ASN yang

profesional; darr
e. meningk4tkal citra dan kineda pegawai ASN.

(2) Selain Kode Etik dan Kode Perilaku yarg ditetapkan dalam peraturarr
Wali Kota in{, Pegawai ASN tunduk pada kode etik dan kode perilaku
profesi yang ditetapkan organisasi profesi sesuai dengal jabatannya.

(1)

(2)

BAB I]
PRINSIP DASAR

Pasal 3

Kode Etik da+ Kode Perilaku yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota
ini didasarkar pada prinsip dasar organisasi Pemerintah Daeral Kota
Cimali.
Prinsip dasar' sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
a. integritas yalg beradi pelaksanaal tugas dengan jujur serta

konsister! antara perkataan dengan perbuatan, berperilaku terpuji,
disiplin penuh dedikasi berdasarkan norma dan etika:

yang bemrli mampu menyelesaikar tugas dengan
baik, sesuai dengan kompetensi (keahlian) da]l inovatif uatuk

hasil prima melalui kerja sama; dan
c. akunta yang berarti pertanggunEjawaban terhadap setiap

tindakan, perilaku dan tugas, baik dari segi proses maupun hasil.
(3) Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melipuli unsur

perilaku uta4ra sebagai berikut:
a. integritas meliputi periLaku:

1. terpqji;
2. konsiqten; dan
3. disipliir.
profesionglitas meliputi perilaku:
I. pelaydnar prima;
2. inovatlf; dan
3. keda gama.
akuntabilitas meliputi perilaku:
1. terpergaya;
2. berkinefa tinggi; darr
3. perba+an berkesinambungan.

b.

b.

4tI



BAB III
KODE ETIK DAN KODE PERILAKU

Bagiar Kesatu
prkrsip Integritas

Pasal 4
a dimaksud dalam pasa.l 3 ayat (2)
untuk:

an sopan sesuai dengan noflrla yang

b. be,., ran sehingga dapatqu
c. ko

tugas. gan perbuatan dalam melatsanakan

Pasal 5
(1) Kode Perilaku prinsip integritas sebagaimana dimal<sud dalam pasat 4

llT,"Tt" pada kewajiban pegawai ASN urtuk berperilaku sebagai
Denkut:
a. saling mgnghormati dan menjaga kesantunan untuk mendukung
_ terciptanya ko4disi kerja yang kondusif;
b. mematuhi da.rr melaksalakan peraturan serta memegangsumpah/jarji sebagai pegawai ;c. mengutarhakal kepentingan tugas daripada. kepentingal pribadi

d. Keornasan;
/ ataLr rlj:elalui uhis e

terhadap Feraturan perundang-undan*", o".lu^ti13?,ff1ffiffi
peraturan yang berlaku di lingkungal pemerintah Daerah;

e. menolak setiap pemberian gratifikasi yarrg berhubungan denganjabata' da_n/atau berlawanan dengan lugas kedi-nason dan
kewajibanr;

f. melapor_k4n setiap penerimaan gratifikasi yang tidak dapat ditolak
kepada U4it Pengendalian Gratifikasi;

g. tidaft menyalahgunakar kaftu tarda pengenal, surat rugas, alaupun
burtu kepegawaiart lainnya baik deJam pela]{sanaarr tugas kedinasaa

g, dan fasilitas milik Pemerintah
sanaan tugas kedinasan;

memiliki usaha/badal usaha yalg
memberikal a--,
bidang ya*g H'BH"$
dan berpoten

j. tidak meng,ikutsertakan keluarga atau pihak lain yang tidak terkait
dengarr pela-ksanaan tugas kedinasan i

k. tidak menggunal<an anggaran yang tidak sesuai dengan program
kerja dan Dokumen Pelaksanaan Angga-rall: danl. udak melAkukan tindakar yang dapat ncemarkan nama baik
Pemerintala Daerah.

(2) Unit 
^pen_gendplian 

Gratilikasi sebagaimana dimaftsud pada ayat (1)
huruf f dibentUk berdasarkaa peratural perundang_undan-gaa.

stt tr



Bagian Kedua
prinsip profesionalitas

a16
aimalra dimaksud dalam pasal 3 ayat
ASN untuk:

sesuai dengan yang disepakati datam

kepada penerima layanan;
mencapai hasil prima; dare
gas.

7
alitas sebagaimana dimaksud dalam

Pegawai ASN untuk berperilaku

a. disiplin darr fokus dalam bekerja sesuai dengan ketentuan penetapan
kinerja;

b. patgh dan konsisten terhadap standar operasional prosedur yang
telah ditetapkan;

c 1emb9n pelayana.rr sesuai dengan standai pelayanan yang tela]l
diteta dengan sikap hormat, sopan dar tanpa tekanan;d. menjaga i dari potensi adaarya benturan kepentingan
dalam p pelaksanaan tugas dan fungsi pada eemerintah Daerih;e. menol,ak tugas dari atasal ya-ng bertentangan dengan ketentual

- peraturan perundang-undangarr;
l. mendayagunakan kemampuan dan keahliannya serta inovatif dalam

metaksanakan tugas dan fungsinya;
beretika dalam berkomunikasi baik dajarn menerima tarnu,

surat
sarana telepon, atau media elektronik lain berupa
ataupun media sosial;

h

I
J

menjaga
Pemerin

baraag, dokumen, data, dan informasi milik

i yang bersifat rahasia;
tempat ke{a dalam keadaan bersih. sehat.

menJaga
menJaga
aman,
menjaga

(2)

(3)

3 rnenJal+ kerja sarna antar pegawai dan unit ke{a di
Pemerintah Daerah; danl. aktif berkpntribusi terhadap upaya perbaikan internal pemenntah

Daerah 
agaimana dimaksud pada ayat [U

ran perundang-undangan.
dimaksud pada ayat (1) huruf I
p etika dan perilaku.

Bagian Ketiga
kinsip Akuntabilitas

Pasal 8

,ffi;"ll?lu""u 
dalam Pasal 3 ayat

atau perilal<u saat melalsanakan

b. berkinerja tinggi dan menyadari bahwa tidat< hanya hasil yalg hatusqlcapal nainun Juga melalui proses dan prosedur yang benar; dan

stt t



c. selalu - . 
melaku\an perbaikan berkesinambungan berdasarkalpembelajaran dari penga_lamari.

Pasal 9
Kode Penlaku dari prinsip akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalamrasal_-d tercermin pada kewajiban pegawai ASN untuk berperilaku sebagai
oenKu t:
* T:I-*"a*?i setiap tugas yang diberikal dengan penuh tanggung

Jawab, mutar dari proses sampai dengal hasil, sesuai dlngan keteniuan

b. hasit dad setiap kegiatan yang

diaudit baik secara rrrr".rr" *"rrorrrrl?t"1k 
dapat dilaporkan' dinilai, da''

c. melakukan pemantauan dan evaluasi seca-ra berkala atas beban tusas
yang tertuang dalam sasaral kine-da

ningkatan kapasitas diri secara
asil pemantauan dan evaluasi untuk

e- jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benardal menyesatkeut.

BAB IV
SANKSI

Pasal 10

(1) Pegawai ASN yang terbukti melakukan pelanggaral Kode Etik dall Kode
P.erilaku sebzigaimana dimaksud dalam pasal 4 sampai dengan pasal 9,
dikenakan safrksi moral.

(2) Sanksi moral sebagaimaaa dimaksud pada ayat ( 1 ) berupa:a, pemyaraqn secara tertutup; atau
b. pernyataan secara terbuka.

(3) P.ernyataan seca-ra tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
disampaikan oleh Wali Kota atau pejabat lain yang diiunjul dahm
ruang tertutqp yarg hanya dihadiri oleh:
a. Pegawai AISN yang dikenakal salksi;
b. pejabat y4ng menyarnpaikan pernyataan;
c. atasan la4gsung Pegawai ASN yang dikenakan sanksi; dand. pejabat lditt yang terkait yang berpangkat sama dengal atau lebih

tinggi da.il Pegawai ASN yalg dikenakan sanksi.
(4) P_ernyataan separa terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b

dapat disampaika:r melalui:
a. forum pertemuan resmi pegawai ASN;
b. upacara bBndera;
c. media massal atau
d. papal pedgumuman.

(5) Pemberian sa] <si moral sebagaimara dimaksud pada ayat (2) ditetapkan
dengal Keputusan Wali Kota.

(6) dalam ayat (5) harus
Etik darr Kode Perilaku

qtl



(3)

(1)

(2)

(1)

(2)

ts)

(6)

BAB V
MAJELIS KODE ETIK DAN KODE PERILAKU

pasal 1 1

arE]1 Kode Etik darl Kode perilaku.
an Keputusan Wali Kota.
a ayat (1) terdiri dari:

b. sekretaris : repau er<eso#3; fillff#i Hff:E: .""c. anggota : 1. unsur BPKSDMD, sebanyak 1 isatu) orang;
2.unsur Inspektorat Kota, sebanyal< I [satu)

orang; dan
3. unsur perangkat Daerah dari pegawai ASN

yang diduga melakukan pelanggaran, sebaryak

Jabatarl(2)huru iffiHhl??ii#*
ASN yang diperiksa.

pasal 12
Majelis merhiliki tugas memedksa dugaan pelanggorar Kode etik dan
Kode Perilaku.
Majelis memeriksa pelalggaran Kode Etik darr Kode perilaku
sebagaimang dimaksud pada ayat (1) dengan berdasarkan atas l,aporar
atau Pengaquan dari pelapor,
Selain mempunyai tugas sebagaimana dimaksud pada ayat {1), Majelis
mempunyar nncian tugas sebagai bedkut:

(3)

a.
b.

kebenaran bukti yang diajukar oleh Pelapor;
klarifikasi kepada Terlapor dan Pelapor atas dugaaan
Kode Etik darr Kode Perilaku;

c. mengus sanksi pelanggaran Kode Etik darr Kode Perital<u jika
terbukti Wali Kota; dan

d. melapor tugas pelaksanaan pemeriksaan dugaan pelanggaral
Kode dan Kode Perilaku kepada Wa-li Kota.

(4) Dalam tugas sebagaimana dimatsud pada ayat {1) darr
ayat (3),

(7)

{8)

a,
b. mendengarkal dan mempertimbangkan pembelaan diri Terlapor;

dan
c. menjaga keralasiaa:r hasil pemeriksaan dal rekomendasi,
Dalam menjalankal tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (3), Maj$is wajib mengedepankal asas praduga tak bersalah.
Dalam menJalalkan tugasnya sebagaimana dimal<sud pada ayat (1)
dan ayar (3), Majelis dibantu oleh:
a. Perarlgkiit Daerah; dar]
b. BKPSDMD.
Perangkat Qaerah memberikal bantuan kepada Majelis sebagaimana
dimalsud p4da ayat (6) huruf a berupa bantuan data dan informasi.
BKPSDMD rnemberikal barrtuan kepada Majelis sebagaimana
dimaksud pqda ayat (6) huruf b dalam bentuk dukungan administratif.

qtr



(6)

(1)

t2)

(3)

(4)

(s)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

BAB VI
PENEGAKKAN

pasal 13

lelapgr-m9lap_olkan atau mengadukan dugaan pelanggaran Kode Etik
oan Kode pefla-lru kepada BKPSDMD.

secara lisan, BKPSDMD mencatat
r.

de Etik dan/atau Kode perilaku

Laporan atau pengaduarr 
""""r" t"i11?io"t*uuagaimala dimaksud pada

ayat (2), harus ditandatangani oleh pelapor.
l-aporan atau PelS_3d uar sebagaima:ra dimaksud pada ayat (2), ayat(J, dan ayat {4), harus d isertai dengan bukti yang dapat
dipertanggungiawabkal_
BKPSDMD wajib memberikan tarda terima kepada pelapor yang telah
menyampaikan LaporaIr atau pengaduan.

Pasal 14

BKPS-DMD melakukan pemeriksaal pendahuluar terhadap l,aporan
atau Pengeduan-
Dalam hal hasil pemeriksaan pendahulual diperoleh dugaan kuat
Laporarr atau Pengadual sebagaimaaa dimakiud dalam pasal 13
termasuk dalam kategori pelanggaran Kode Etik dan/atau Kode
Perilalu, Kepala BKPSDMD mengil-jml<an berkas Lapora:r etau
Pengaduaq kepada Sekretaris Daera}.
Sekretaris Daerah menindaklanjuti pengiriman berkas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dengan mengusulkan pembentukat Majelis
kepada WErli Kota-

Pasal 15

Majelis r+enyele sidang pemeriksaan Laporan atau
Pengaduari.
Majelis r+enyelenggarakan sidang pemedksaan Laporan atau
Pengadua4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 2
(dua) hari herja setelah kea-nggotaan Majelis ditetapkan.
Majelis sepagaimaaa dimaksud pada ayat (2) memarggil Terlapor
untuk kepgrluar sidarg pemeriksaan pengaduan.

Pasal 16

Parggilar terhadap Terlapor disampaikar paling lambat 3 (tiga) hari
sebelum sidang melalui surat dan telepon,

(3)

(3)

Surat
salinan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga termasuk
atau Pengaduan dari Pelapor,

(3)

(4)

Pemanggilan Terlapor sebagaimara dimaksud pada ayat (1) dilakukan
oleh BKPSDMD atas nama MaieLs.
Dalam hal iferlapor tidak menghadiri sidang setelah panggilan sidang
disampaikep sslagairnana dimaksud pada ayat (I), Majelis melakukan
panggilan kpdua.
Dalam hal flerlapor tidak menghadiri sidang seteLah penggilan kedua,
Majelis se'liragaimana dima-ksud pada ayat (4) dapat membeiikan
rekomendapi sesuai denga:r hasit pemeriksaan Majelis.

(s)

qlg



(6) Format. surat qanggilan tefcjmtum datam l,ampiral I sebagai bagianyang tidak terpisahkan dari peratural Waii Kot; il1i.

(rl

(2)

(3)

(4)

(s)

(6)

pasal l Z

n, Terlapor berhak mengetahui

terhadap Terlapor, Majelis
Terlapor untuk membedkan
fikasi.

klarilikasi sebagaimana dimatsud

Terlapor wajib menjawab semua perta:ryaarr yang diajukan olehMajelis darr memberikal keterangan 
-V"rrg " aiiJ,rfi.r, -r'rrrt rf.memperiancar jalannya persidangan.

t'emenksaan oleh Majelis dihadiri paling sedil{it 3 (tiga) anggotaMaielis.

(7)

T::ii P-ernfnksaan.seb_agairnana dimaksud pada ayat (1) dituangkanqalam benta aca-ra hasil pemeriksaan.
Format berita acara sebagaimana dimal<sudqaram Lamprran II sebagai bagian yarlg
Peraturan Wali Kota ini.

pada ayat (6) tercantum
tidak terpisahkar dari

(1)

(2)

(3)

(1)

pasal 18

Selain siqang pemeriksaan Terlapor, Majelis dapat melakukarr
pertem uan sewal<tu-waku jika diperlukan.
Jika diperfukal. Majelis dapat memanggil pelapor atau saksi untuk
mengkonliimasi informasi dari Terlapor dan/ atau informasi lainnya.
Saksi seb3gaimana dimaksud pada ayat [2) dapat diajukan oleh
rertapor den/ atau pelaDor.

Pasal 19

Dalam w4Ltu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah
men€nma Laporan atau pengaduan dari Sekretaris Daerah, Majelis
wajib_ mengambil keputusan atas dugaaan pelanggaraan foae etit
dan Kode ferilaku oleh Terlaoor.
Keputusan] sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil secara
musyawar+h mufakat dalam sidang Majelis tanpa dihadiri Terlapor.

imalsud pada ayat (1)
terbanyal<.

dianggap sah jika dihadiri u","":t"r:1*,.3,"X'"Jtf^fiff uilli*(?
dan bersifat final.

Etik dan Kode periraku terbulrti, isi ,"u.ffffolll'Xfoffii,f l
dimaksud 4ada ayat (5) juga berisi jenis sarksi yang disaraakaln.
Selain sanftsi sebagaimana dimaksud dafam Fasal 10, Majelis dapat
pe,rekomelflsifan penjatuhan tindakarr administratii berupa
hukuma-n {isiplin sesuai ketentua-n peraturan perundang_undaigar.

ala dimaksud pada ayat (5) tercantum
bagian yarrg tidak terpisahkan dari

(2)

(3)

(4)

{s)
(6)

(7)

(8)

ert



(1)
(21

pasal 20

Penjatuhan sanksi moral dilakukan oleh Wali Kota.

fgljatu.lan s€nksi moral sebagaimana dimat<sud pada ayat (1) dapat
dilimpahkan kepada Wakil WaIi Kota atau Sekretaris Oaeiah.

pasal 21

Penjatuhqn salksi moral sebagaimana dimalsud dalam pasal 2O
berupa pembacaal Keputusan WaIi Kota yang menetapkan sanksi
moraL
Setelah dibacakan, Keputusan WaIi Kota sebagaimaia dimaksud pada
ayat_(i) diserahkan kepada pegawai ASN bersan gku tar.
Pelaksarl4arl penjatuhan saaksi moral sebagaimana dims_ksud pada
ayat {1) d?n ayat (2} dicatat dalam berita acara.
Format Keputusan Penetapan sanksi moral sebagaimana dimaksud
pada aya4 (3) tercantum daJam Lampiran IV yang;erupakan bagiar
tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini'.

BAB VII
REHABILITASI

Pasal,22

Dalam
ba]lwa

(1)

(2)

(3)

(4)

(1) Pegawai ASN memperoleh novum yang membuktikal
rekomendasi Majelis,ya tidak bersalah berdasarkal hasil

N berhak mengajukan rehabilitasi.
N mengajukat permohonan rehabilitasi kepada BKPSDMD.

Pegawai
Pegawai(2)

(3)

(4)
tertulis
BKPSD

rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat
ai dengan novum.

(s)
(6)

Majelis
DalaIn
Rehabili

merekomendasikan pembentukan
dan melakukan sidale.

Majelis untuk

ikan rekomendasi hasil sidang kepada Wali Kota.
rehabflitasi diterima, Wali Kota menetapkal Keputusan

ilt



BAB VIT
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Wali Kota ini mul,ai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap o
WaIi Kota ini pengundalrgan Peraturail

Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkar di Cimahi
pada tanggal 2b tns(€\ 2o\9

WALI KOTA CIMAHI,

ttd

AJAY MUHAMMAD PRIATNA

Diundangkaa dil Cimahi
Pada tanggal 2p \AaceI 2ot)

{ f Pj. serneranrq DAERAH KorA crMAHr,

BERTTA DAERATjT KOTA CTMAHT TAHUN 2019 NOMOR 46\

TATA WIKANTA


